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Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Joint Development Agreement (JDA) merupakan instrumen strategis
vang hberupa Kontrak yang ?ﬂl—maknn untuk  mengatur  kerjasama
pengembangan proyek antara dua atan lebih pihak yang memiliki
kepentingan bersama terhadap suatu aset, sumber daya, atau imfrastrukiur,
Dalam praktiknya, JDA berfungsi sebagai kerangka hukum dan operasional
vang mengatur pembagian peran, tanggung jawab, risiko, pembiavaan, sena
meckanisme pengelolaan dan distribusi manfant dan suatu provek yang
dikembangkan secara bersama. Instrumen ini umumnyas digunakan pada
proyek-proyek  berskala besar dan  berintensitas modal tinggi, seperti
infrastruklur energi, pengembangan kawasan mdosir, dan proyek cnergi
terbarukan lntns batas nepara. Keberadann DA menjadi krusial karena
memberikan kepastian hukum (legal certainty), mengurangi risiko investasi,
sertn. memastikan  Keselarasan  kepentingan antara pihak vang lerlibal.
(Andaru, 2020: Becker- Weinberg, 2014)

Secars konseptual, JDA jugs mencerminkan pergescran paradigma
kerjasama  miermasional dan pendekatan berbasis nepam semata (state
centrie) menuju kepada pendekatan yang lebih kompleks dan juga muolt
aktor, entitas korporasi memaunkan peran operasional  wtama  dalam
implementasi provek. Dalam konoteks ini, negara berperan sebagon Tasilitator

dan regulator yvang menyediokan  kersngks kebijjakan dan lempimasi,



sementara perusahaan bertindak sehagai pelaksana teknis dan investor utama,
dengan demikian, JIDA menjadi jembatan vang menghubungkan kepentingan
makro di tingkat negara dengan kepentingan operasional di ingkat korporasi,
sckaligus memastikan bahwa proyek dapat berjalan secara komersial, teknis
dan regulatf, { Andaru, 2020; Becker-Weinberg, 2004; Kecley & Matsumoto,
2018)

Dalam konteks kegasama intemasional, Joint Development Agreement
(JIDA) tdak muncul secara sendini, melpinkan adanya peganjian yang
disepakati oleh negara yang ingin melakukan kerjasama yang disebut dengan
Government o Government (G20 Government © Government (G20
merupakan bentuk kerja sama resmi vang dilakukan secam langsung sntara
dua negara melalu institusi pemeriniah masing-masing, seperti kementerian,
lembags negara, atau otontas regulator. mekanisme G20 umumnya
digunakan untuk membangun kerangka kerjasama stratepis yang bersifat
makro, termasuk penetapan  visi bersmma, (ujuan Kebijakan, prinsip
kerjasama, serta komitmen polik yang menjadi dagar mplementasi provek
di tingkat operasional. Instrumen yang digunakan dalam kerjasama G206
biasanya herupa Memorandum of Understanding (Moll), perjanjian bilateral,
maupun kesepakatan antara kemenienan tekniz; Dalam kooteks provek
infrastrukiur dan  energn lnias  batas, G20 berperan  penting  dalam
menvediakan legitimasi pelink, kepastian regulasi. serta  perlindungan
terhadap kepentingan nasional masing-masing negara. (Andars, 2020;

Becker-Weinberi, 2001 4)



Dengan adanya kerangka G2G, kedua negara dapat menyelaraskan
kebijakan energi. regulasi ckspor-impor listrik, seria menciplakan lingkungan
vang kondusif bag investasi dan kerjasama teknis, Kerjasama G206 pada
dasarnya bersifat normatif dan strategis, schingga implementasi teknis dan
operasional proyek tdak dijalenkan secara langsung oleh pemenntah,
melainkan dilaksanakan oleh korporasi melaloi mekanisme Business to
Business (B2B). B2B merupakan bentuk kerjassma yang dilakukan antar
perusahpan sebapai aktor yeng memiliki kepasitas teknis, fmnansial dian
operssional untuk merealisagikan provek secara konkret. Dalam mekamsme
ini, perusahaan berperan sehagai investor, pengembang, operator, maupun
penyedia teknologi yang bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan,
pengelola provek. Berbeda dengan G2G yang berfokus pada kerangka
kebijakan dan hubungan diplomatk, B2B berorientasi pada aspek komersial
dan operasional, termasuk negosiasi kontrak, skema pembiavaan, pembagian
risiko, serta pengelolaonm aset dan infrastrukr vang dikembangkan. (Andaru,
2020; Becker-Weinberg, 2014}

Eeteckaitan antara G256 dan B2B bersifan saling bergantung, dimana
kerjasama G2G berfungsi sebagai kerangka kerja yang menciptakan landasan
hukum, regulasi, dan politik, sementara Kegazama B2B menjadi mekanizme
implementasi vang menerjemahkan Komitmen antar negara ke dalam realisasi
provek secara konkret. dalam konteks ini. Joint Development Agreement
(JDA)  menjadi instrumen  wiama  dalam  ranah  B2B vamg

mengoperasionalisasikan kesepakatan G20 ke dalam bentuk kontrak wvang



mengikat secara hukum antara perusahaan-perusahaan yang terlibat. Dengan
demikian, JDA dapat dipahami sebagai manifestasi operasional dan kenja
sama bilateral antar negara, dimana komitmen strategis yang di bangun
melalul mekanisme G2G dumplementasikan secara teknis dan komersial
melalui kerjasama B2B. Hubungan vang terintegrasi antara G2G dan B2B ini
menunjukkan bahwa keberhasilan provek encrgi lintas batas nepara tidak
hanya bergantung pada kesepakatan politk antar negora, tetapi juga pada
efektivitas kerjasama korporasi dalam menerjemahkan kerangka kebijakan
tersebut ke dalam implementasi proyek yang konkret, berkelanjutan dan
saling menguntungkan. (Bank, 2020; Kumianingsih dkk., 2022)

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kerjasama G2G dan B2B
dalam sektor energi, khususnyva energi terbarukan, tdak terlepas dar
kerangka regulasi nasional yung dirancang untuk mendorong mvestasi,
menjamin kepastian hukum, serta mempercepal transisi energi. salah sat
regulasi kunci adalah Persturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang
Percepatan Pembangtnan Energn Teérbarukan untuk Penyediasan Tenaga
Listrik, vang secara eksplisit bertujoan meningkatkan investasi, mempercepat
pengembangan  pembangkit  listrik  berbasis energi  terbarukan, serta
mendukung pencapaian targel bauran energl nasional dan penurunan emisi
gas rumah kaca, Regulasi ini juga mengalur mekanisme pembelian lenaga
listrik, strukiur harga hstrik berbasiz energi terbarukan, serta memberikan
dazar bukum bagi keterlibatan Independent Power Producer {IPT) dan

investor swasta dalam  pembangunan  proyek, sehingga menciptakan



lingkungan regulatif yang memungkmkan implementasi kerjasama B2B
schagai  kelanjutan dan  kesepakatan G2G.  Selain itu, Perpres  ini
menyederhanakan proses pengadaan provek energi terbamikan, termasuk
melalul mekanisme penunjukan langsung atau seleksi langsung, sehingga
mempercepat realisasi investasi dan memperkuat peran aktor korporasi dalam
implementasi proyek lintas batas. (Hidayat & Putra, 2023; Peraturan Presiden
Republik  Indonesta Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan
Penpgembangen Energl Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, 2022)
Implementasi kerjasama B2B dalam proyek energi terborukan juga
diperkuat oleh regulasi turunan di tingkat kementenan, seperi Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Minemal Nomor 11 Tahun 2024 yang
mengatur pengpunain produk dalam negert untuk pembangunan mfrastrukior
ketenagahstinikan. Regulasi mi membenkan fleksthilitas vang lebih besar bagi
provek energi terbarukan vang didanai oleh investasi atau pembiayaan luar
negeri. lermasuk dengan menghapus Kewajiban tingkat komponen dalam
negeri { TKDN) dalam kondisi tertentu, sehingga mempermudah masuknya
investasi asing dan mempercepat realisasi provekenergi berskala besar. Selain
itw. Kementerian ESDM juga menviapkan regulasi khusus yang mengatur
peganjian jual beli fenaga listnk dard energl terbarukan sebagai turunan
langsung dart Perpres 112 Tabun 2022 tentang Percepatan Pembangunin
Energi Terbarukan untuk Penvediaan Tenaga Listrik, vang bertujuan uniuk
memberikan kepastian kontrakival antara perusahaan pengembang lisink dan

pembeli  listrik,  serta meningkatkan  Kepercavaan  imvestor  dalam



pengembangan proyek energi terbarukan, ((ESDM), 2023; Hidayat & Puira,
2023; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomaor 112 Tahun 2022 tentang
Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyedinan Tenaga
Listrk, 2022)

Di sisi lain, aspck kclembagaan dan legalitas kerjasama korporasi
dalam mekanisme B2B. termasuk melaln loint Development Agreement
(JDA), juga didasarkon pada kerangka hukom nasional seperti Undang
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang
memberikan dasur hukom bagi perosahasn untuk melakekan kenjaswma,
investasi, dan perjanjian komersial dengan pihak lam, baik domestik maupun
intermasional. Selain itu, Peratumn Pemerintah Nomaor 42 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Provek Strategis Nasional serta regulasi terkall penanaman
modal dan perdagangan juga berperan dalam menciptakon iklim investasi
vang kondusil bagi pengembangan provek infrastrukior energi. Kerangka
regulasi ini memungkinkan entitas Korporasi uniuk bertindak  sebagai
pelaksana tekms dan nvestor dalam provek energ, sekaligus memastikan
bahwa kerasama yang dilokukan memiliki legitimasi hukum  dan
perlindungan regulatf vang memada. (Andare, 2020; Nissa dkk., 2024;
Wijanarka & Dewi, 2024}

JDA i divmumbkan bahwa sudah ditandatanezani dan disepakat pada
tanggal 25 Okiober 2021, dalam dokomen tersebur JDA  fersebut
ditandatangani oleh perusahaan Sembeorp Industries dan Singapura, PT

Trizsurya Mitra Bersama {(Survagen), dan perusahsan dan Indonesia wvaitu



bright PLN Batam untuk mengembangkan provek skala besar dalam bidang
energi surva dan penyimpanan encrgi di wilayah Batam, Bintan, dan
Karimun. Proyek ini merupakan inisiatil strategis dalam pengembangan
energi terbarukan yang berfujuan untuk mendukung transisi energi di
kawasan regional. Dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surva
(PLTS) berkapasitas sekitar 1 Gign Watt peak {GWp) vang dilenghap dengan
sistem  penyimpanan enetgi berkapasitas besar di Batam, Bintan, dan
Karimun (BBK), proyek ini dirancang untuk mengalas:  fantangan
intermitensi pasokan listrik tenapa surya. Teknologi penyimpanan skala besar
berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keandalan pasokan listrok yang
dihasilkan_ sehingga lavak untuk didistribusikan secara berkelanjutan.{ Bank,
2020; B P. L. N. Batam, 2024)

Energi bersth vang diproduks dan difasilitast im direncanakan untuk
memenuhi dua kebutuhan wama. Pertama, memasok kebutuhan listrik
masyarnkat di wilavah sekitar lokasi provek. Kedua, energi lersebul akan
digkspor ke Singapurns melalul inlrastruktor kabel bawah laut, sehingga
bentuk kenasama encrgi lintas batas yvang mendukung upaya dekarbonizasi di
kedua negara, Komitmen terhadap provek ini ditandai dengan seremoni
penandatanganan yvang dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber
Dava Mineral Republik Indonesia, Bapak Arifin Tasnf, serta Menteri Tenaga
Kerja dan Menteri Perdagangan & Indusiri Kedua Singapura, Dr. Tan See
Leng. Acara tersebut juga dihadin oleh para petinggi dan perusahaan

pelaksana, yaitu Sembeorp, dan PT Bright PLN Batam yang menegaskan



sinergl antara korporasi dan dukungan penuh dan pemerintah kedua negara,
{Industries, 2024; Prasodjo, 2023; Yulian & Ramadhani, 2023)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa JDA sebagai instrumen
kejasama B2B tidak berdin sendin, melainkan merupakan bagian dari
ckosistem regulasi yang lehih luas vang dibentuk oleh negara melalu
mekanisme G2G dan kerangka hukum nasional. Dalam hal ini, regulasi
seperti Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan
Energi Terbarukan untuk Penyvediaan Tensga Listrk dan Permen ESDM
Nomor 11 Tahun 2024 yang mengatur penggunsun produk dalam negen
untuk pembangunan infrastrukiur ketenagalistrikan yang berfungsi sebagai
enabling  regulatory  framework  vang  menciptakan kondisi | yang
memunpkinkan kerjasama korporasi lintas batas. termasuk dalam provek
PLTS Batam-Singapura. Hal ini menunjukkan  bahws  implementasi
kerjasama energi terbarukan lintas negara merupakan hasil dan interaksi yang
terinteprasi antara Kebijakan negara di tingkat G2G dan implementasi teknis
di tingkat B2B. vang diformalisasikan melaln instrumen kontrakiual seperti
JDA. (Anggraini, 2023; (ESDM), 2023 Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Enerpi
Terbarukan untuk Penvediaan Tenaga Listrik, 2022}

Dabom Kerangka Kerjasama energi lintas batas negara vang didukung
oleh mekanisme G20, BIB. sera JDA. pemerintah Indonesia telah
menginisiast pengembangan proyek  Pembangkit Listrik Tenaga Surva

(PLTS) berskala besar di wilavah Batam, Kepulauan Riau, Provek ini



merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengoptimalkan potensi surya
domestik sckaligus memanfaatkan posisi geografis HBatam vang strategis,
vang terletak dekat dengan Singapura sebagai salah satu pusat permintzan
energi di kawasan. Kedekatan geografis im1 memberikan  keunpgulan
komparatif bagi Batam scbagai lokasi produksi energi terbarukan yang dapat
diintegrasikan dengan skema perdagangan listrik lmtas batas negara (cross
border electnicity trade), schingga memungkinkan Indonesia tidak hanya
memenuthi kebutuhan energi bistrik domestik, tetapi juga berperan schagai
eksportir energi bersih di tingkat regional. {(Somarajah. 2017)
Pengembangan proyek PLTS di Batem dirancang sebapar proyek
infrastruktur energl terbarukan berskala besar yang melibatkan mvestasi
signifikan, transfer teknologi, serta kerjasama antara entitas korporagi
nasional dan  mitra  intemasional melalui  mekamsme B2B vang
diformalisasikan dalzm JOAC Dalam hal in1, Bright PLN Batam sebagai badan
uspha vang berftangoung jawab atas penpelolaan sistem kelisinkan di Batam
memainkan peran strategis sebagmi ofT mker dan operator sistem, sekaligus
memastikan bahwa pengembangan dan ekspor lhistrik dari PLTS ndak
mengzgangeu keandalan pasokan listrik domestk. Selain i, pengembangzan
provek i juga mielibatkan partisipasi aktif akior Korporasi infernasional,
khususnya perusahaan energi terbarukan asal Singapura, yaitu Semboorp
Industries. yang berperan sebagai investor dan pengembang utama dalam
provek tersebut. Keterlibatan Sembeorp meéncerminkan implementasi konkrit

mekanisme B2B, dimana perusahaan asing bekerja sama dengan entitas



nasional  melalui  JDA  untuk  merencanakan,  membangun,  dan
mengoperasikan infrastruktur energi terbarukan. Dengan pengalaman Tuas
dalam pengembangan proyek energi bersih di berbagai negara, Sembcorp
membawa kapasitas finansial, kapabilitas teknologi, serta pengalaman
operasional yamg diperlukan untuk memastikan  kelayakan teknis dan
komersial proyek PLTS berskala besar di Batam. (Alam dkk., 2022a;
Sornarajah, 2017}

Keterlibatan aktor korporasi seperti Sembcorp juga tidak terlepas dari
kerangka kemasama G2G antars Indonesia dan Singapura vang telah
menciptakan enabling environment bagr investas: énergn terbarukan lintas
batas. Dalam hal im, kegasama antsr pemerintnh menyediakan legitimasi
politik, kepastian repulasi; dan dukunpan kebijokan. sebapaimana tercermin
dalam kebijakun nasional termasuk Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2022 tentang percepatan pengembangan energi lerbarukan. Sementars i,
implementasi leknis dan imvestasi direalisosikan melalui kegasama antar
karporasi melalui JDA. dengan demikian. proyek PLTS Batam lidak hanya
memiliki dimensi ekonomi dan energi, tetapi juga merepresentasikan
inteprasi antara kepentingan negara dan kepentingan korporasi dalam
kerangkn kerjasama energi terbarukon bntas batas, Keberadaan provek in
sekalipus menumukkan bagaimana JDA  berfungs  sebaga  instrumen
operasional yang menerjemahkan komitmen bilateral di tingkat G2G ke

dalam implementas; konkrit di tingkat B2B. serfa memperkual posisi
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Indonesia dalam rantai nilai energi bersih regional, {Alam dkk., 2022a; Haas,
1992a; Somarajah, 2017)

Lokasi pengembangan proyek PLTS oleh Sembcorp Industries tidak
terlepas dan petimbangan strategis vang mencakup aspek geografis, regulasi,
dan  efisiensi  ckonomi. Sebelumnya, Semboorp  Industries  telab
mempertimbangkan beberapa alternatif negara mitra untuk impor listrik
berhasis energl terbarukan, termasuk Australia melalui proyek energi lintas
negara yang bertujuan mengekspor histrik tenaga surya ke Singapura. Namun,
secarn komparatif. Indonesia terutama Batam memiliki keunggulan geografis
yang jauh lebih signifikan karena kedekatannye yang sangat dekal dengan
Singapura, dengan jarak kurang dari 50 kilometer. Kedekatan ini memberikan
keuntungan lekms dan ekonomi, terutama dalam pembangunan infrastrokbor
transmisi histrik bawah laut ( submanne power cable), karena semakin pendek
jarak transmisi, semakin rendah biaye pembanpunan, kehilangan energi
(transmission losses). serta resiko teknis dan operasional yang mungkin
terjidi. Dengan demikion, Batam menjadi opsi yang lebih efisien din hayak
secara ekonomi dibandingkan alternatil yang berlokas: jah seperti Australia,
{Ahmed dkk., 2022; Alam dkk., 2022b; Yana dkk., 2021}

Selain faktor geoprafiz, status Batam sebagai Kawasan Free Trade Zone
(FTEY juga menjadi foktor pepentu yvang meningkatkan daya ank investasi
bagi Sembeorp. Sebagai kawasan FTZ, Batam memiliki berbagai insentif
ekonomi dan kemudahan regulasi, termasuk pembebasan atau pengurangan

bea masuk, kemudahan perizinan investasi, serta fleksibilitas dalam kegiatan



perdagangan dan ckspor. Status inl memberikan kepastian dan efisiensi bagi
investor asing dalam mengembangkan provek infrastrukiur berskala besar,
karena dapat menckan binva operasional serta meminimalkan hambatan
administratif. Keberadaan FTZ juga mencerminkan komitmen pemerintah
Indonesia dalam menciptakan iklim mvestasi vang kompetitif, khususnya di
wilayah Batam wvang secara historis memang diposisikan sehagai kawasan
industri dan investasi internasional yang terinfegrasi dengan ckonomi
Singapura. {(Kurmisningsih dkk., 2022 Muewardi, 2016; Wijanarka & Dewi,
2024)

Pemilihan Batam jugs didukung oleh siabilitas regulasi serta adanya
dukungan kebijakan nasionsl yang mendorong pengembangan  energi
lerbarukan dan perdapangan hstrik lintas batas, termasuk melalui Peraturan
Presiden Nomor |12 Tahun 2022 dan kerangka kenasama bilateral antara
Indonesia dan Singapura. Kombinasi antara kedekatan geopralis, insentif
FTZ, dukungan regulasi. serta potensi energl surva yang tingen menjadikan
Batam sebagai lokasi vang optimal bagi Sembeorp untuk menpembangkan
provek PLTS yang tidak hanya secara komersial, tetapi juga strategis,
sekaligus menunjukkan  baguimana faktor  peografis, repulasi.  dan
kelembagaan berperan penting dalam menentukan lokasi investasi enerpi
terbarukan dalam konfeks kerjasama lintas negam. (Alam dkk., 2022b;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 entang
Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga

Listrik, 2022; Wijanarka & Dewi, 2024)



Dalam rangka memastikan bahwa kerjasama pengembangan proyek
PLTS Batam-Singapura dapat berjalan secara terstruktur, berkelanjutan dan
memiliki kepastian hukum yang kuat, Joint Development Agreement (JDA)
digumakan sebagai instrumen utama vang berfungsi sebagai landazan formal
kerjasama antara pihak korporasi dan sekaligus sebhagai penghubung dengan
kerangka kebijakan pemerintah. Melalui JDA, para pihak yang terlibat,
termasuk Sembcorp Industries dan Bright PLN Batam, menectapkan secara
ringi pembagian peran, tanggung jawab, struktur nvestasi, mekanisme
pengembangan proyek, serta pengaturan teknis dan komersial vang menjadi
dazar implementas: proyek PLTS di Batam. Keberadaan JDA tulak hanya
berfungsi sebapgal imstrumen stralegis yang memperkuat  implementasi
komitmen kerjasama bilateral yvang sebelumnya dibangun melalu mekanisme
G206 antara pemerintah Indonesia dan Singapura, (Alam dik., 2022b; Keeley
& Matsumoto, Z018; Kurmaningsth dkk., 2022 Wijanarka & Dewr, 2024)

Dengan demikian, JDA berperan sebagni fondasi institusional vang
mengintegrasikan kKepentingan negara dan kepentingan korporasi ke dalam
sugtu kerangka kerja yvang memiliki legitimas: hukum, Kepastian regolatif,
seria kejelasan operasional. Hal ini menjadikan JDA sebagai elemen kunei
vang fidak hanya mengokehkan hubungan kerjasama antar korporasi. ielap
Juea memastikan bahwa provek PLTS Batam-Singapura dapat direalisasikan
secara efekil sebagai bagian danm kerjasama energl lintas batas, sekaligus

mencerminkan sipergl antara kebijakan negara dan implementasi korporasi
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dalam mendukung transisi epergi dan penguatan kerjasama bilateral di sektor
energi terharakan. (Andaru, 2020; Becker-Weinberg, 2014)

Kompleksitas IDA di atas tidak dapat dilepaskan dan kerangka hukum
berlapis yang melingkupinya. Kerja sama ekspor listnk Batam-Smgapura
beroperasi dalam empat tingkatan_sckaligus: kerangka regional ASEAN
melalni ASEAN Power Gnd dan ASEAN Plan of Action for Energy
Cooperation (APAEC) yang menyediokan norma kerja sama energi kawasan;
keranpka sub-regional  Indonesia-Malaysia-Singapore  Growth Triangle
(IM5-GT) yvang telah terbentuk sejak 1994; status Free Trade Zone Batam
Bintan-Karimun (FTZ BBK) vang membenkan msentif fiskal dan kepastian
ruang usaha; hingga regulasi nasional Indonesia yang menaungi kewenangan
bright PLN Batam scbagai pemegang Wilayah Usaha (Wilus). Keempat
lapisan imlah yang menjadi prasyarat kelembagaan bagt lahimya JDA pada
2021, meskipun demukian keberadaannya tidak olomatis  menjamin
keberlangsungan kerja sama pada level bisnis-ke-bisnis (B2H).

Fenomena mi terbukii dan kronologi kerja sama Sembeorp Industries
dan bright PLN Batam vang justrd mengalams pola putus-sambung sejak JDA
diakhiri secara mutual pada Maret 2023, digantikan mitrz baru pada April
2023, hingga Sembeorp mengalihkan invesiasinya ke provek IKN pada awal
2025. Kerja sama pada koridor Batam-Singapura baru kembali mendapatkan
kepastian setelah campur tangan langsung kepala negara pada Leaders'
Retreat Juli 2026, vang menghasiikan penunjukan Badan Pengelola Investasi

Danantara sebapai koordinator implementasi ekspor lisirik lintas batas.



Dinamika imlah vang menjadi salah satu justifikasi utama penelitian ing;
bahwa kerangka kelembagaan multi-level yang kokoh secara normatif idak
serta-merta menjamin kesinmmbungan kerja sama pada level operasional,
sehingge pembacaan melalm teon interdependensi kompleks menjadi relevan
untuk menjelaskan mengapa dan_bagaimana negara pada akhimya turun
tangan menjamin keberlanjutan proyek strategis tersebut.
1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Joimt Development Agreement (JDA) berperan sebuapai
instrumen kegasama B2B (Business fo Business) dan operasional dalam
mendukung implementasi Kerjasama energi terbarukan studi kasus pada

provek PLTS Batam-Singapura 7

1.3 Tujuan Penelitian

Penelittan i bertujuan untuk menganalisis peran Joind Development
Agreement (JDA) sebagai instrumen kerjasama B2B sckaligus schagai
landasan hukum dan operasional dalam mendukung implementasi kerjasama
energi terbarukan antara [ndonesia dan Singapura pada proyek Pembangkii
Listnk Tenaga Surya (PLTS) di Batam dan perspekiif  hubungan
internasional. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji Joimt
Development Agreement  (1DA) sebagai  instrumen  kerjusama  yang
memtasilitasi hubungan antar aktor korporasi lintas negara, khususnya antara
Sembcorp [ndustnes dan Bright PLN Batam, serta memberikan kepastian
hukum. kejelasan pembagion peran, dan mekanisme operasional dalam

implementasi provek energ terbarukan lintas batas. Selain i, penelitian mi
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juga bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kerjasama Govermment
ter Crovernmenrt (G20) dan Business o Business (B2B), serta peran JSoint
Development Agreement (JIDA) sebagai instrumen yang menjembatani
kepentingan negara dan kepentingan korporasi dalam kerjasama bilateral
scktor cnergi terbarukan. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk
memahami proyek PLTS Batam-—Singapurs merepresentasikan bentuk kerja
sama intemapsional yang melibatkan interaksi antara aktor negara dan aktor
nop-negara, serfa  penggunean  Joint  Development  Agreememt  (JDA)
mencerminkan instrumen operasional dalam diplomasi energi dan kerja sama
lateral, sekahgus memperkuat posis: Indonesia delam kerpe sama enerpi
bersih di tingkat regional { Andaru, 2020, Becker-Weinberg, 2014)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dibarapkan dapat berkontribusi dalam
pengeinbangan kajian Hubungan Infernasional. khususnya dalam memahami
peran Joint Development Agreement (JDA) sebagai instrumen Kerjasama
internasional vang menghubungkan aktor negara dan non negara dalam
implementasi provek energi terbarukan lintas batas. Penelitian ini juga
diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai dinamika kerjasama
bilateral antara Indomesia dan Singapura, serta memberikan perspektif
mengenai instrumen kontraktual korporasi dapat berfungsi sebagai bagian

dari mekanisme kerjasama intermasional dalam konteks diplomasi energi,
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(Bank, 2020; Energy, 2024; Nations, 2015 OECD, 2022; Yulian &
Ramadhani, 2023)

1.4.2 Manfaat Praktis

Secarn  pruktis, penelitian 1 dibarapkan  dapat  membenkan
pemahaman vang lebih komprehensif bagi pemerintah, pelaku industri, dan
pemangku kepentingan terkait meng Secara praktis, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan pemahaman vang lebih komprehensif bagi pemenntah,
pelake industri, dan pemangku kepentingan terkail mengenai peran loint
Development Apreement (JDA) sebapni landasan hukum don operasional
dalam mendukung mmplementasi proyek energn terbarukan, khususnya pada
pengembangan provek PLTS Batam-Singapura. Selaim itu, penelitian ini juga
diharapkan dapal menjadi referensi bapi penelitian  selanjutnya  yang
mengkaji kerjasuma energ lintss negara sertn peran aktor korporasi dalam
kerjasama  internasional di sektor enengn terbaruken. enai peran Joint
Development Apreement (JDA) sehapai landasan hukum doan operasional
dalam mendukung implementasi proyek energi terbarukan, khususnya pada
pengembangan proyek PLTS Batam-Singapura. Selain itu, penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang
mengkaji kerjasama energl lintes negara serfa peran akior komporasi dalam
kenasama  intemasional di sekior enerm ferbarukon.  (Indusines, 2024;

Mations, 2015)
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